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Dawan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Xabupaten Pinrang mene-
serizan Peraturan Daerah sebagai berikutb @
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Pasal _*g_'._ . "

Dengan nama : PT TRUSA IAAN DAERAH XARYA KABUPATEN PINRANG, selandjutnja disebdud
7P, KARYA " didirikan suatu Perusaliaan Daerah sebagail dmmwksudkan dalam pasal T1~
-Jl"“’—L”Ldﬂ” Mo, 18 tahun 1965 dan pasal 4 ajat (1) Undang-Undang No.5 tahun -1962
sonbang Perusahaan Daerah,

BAB Il

ANGGARAN DASAR
KETENTUAN VUL,

T P — - ——

Jang dimaksudlcan dalam Peraturan Daerah ini @
“emevintah Daerzh ialah Pemerintah Dacrah Kabupaten Pinrang.
.. Fapale Daerah 3alah Bupati Kepala Dasrah Pinrang.
). 7, e De ialah Dewan Perwelkilan Rakjat Daerah Kabupaten Pinrarg
Porusahaan ¢ ialah P.D. KARYA KABUPATEN PINRANG
ialah Direksi F.D-. KARYA KABUPATEN PIVR&HG.
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Tiveksi

.-

P.De K4 RYA adalah badan hukun jang bherhak melaltukan usaha?2 besrdasarkan per-—

suiena Yasrah ini,

heam pa iy

Pasal 4.
Dangan tidak mengurangi ketentuan2 dalam Peraturan Dasrah ini, maka terhadap

Arsabaan berlaku sagal& mat jam hukun indonaqla jang tidak bertentangan dengan PAN
TT, A i

Ha.-. e
TEMPA T KTDUDUK AN,
Fasal _D.
- Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di PINRANG dan dapaﬁ mempun jal
santor,kantor perwakilan, agen atau korecponden didalam atau diluar daerah,
TUJUA N_DAN LAPANGAN USAHA,
Panal " 6
Luwuar rerusahaan Jalan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daserah
shususnja dan pembangunan ekonomi nasional wnumnja dalam rangka melaksanakan pasal
12 Undang~Undang Dasar tahun 1945 wntuk memenuhi kebutuhan rakjat menuju mas jaraket

adil dan maknm an mengutamakn industrialisasi denga enteram serta kese—
dar wr dengan mengutamak dustrialis dengan ketent an serta k
e lar ja dalam perusahazn, '
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(1). Perufahaah adalah suatu kesatuan produksi jang bersifat
aa memberi jasa. .
be menjelernggarakan kemanfaatan uvmum,
Ceo memupuk rpendapatan.
in), Deruszhaan bergeralt dan berusaha dalam bidang @
2 porindustrian, '

b, perbengicalan/pengangkutan darat. . -

¢, uhotealk.

fre peiernaman/perlkanan,

Ce perhankan,

f. dan i1ain2 usaha precduksi jang menguntungkan daerall dan masjarakat dan tidak

bertentangan dengan peraturan jang berlaku.
MODA L.

Pasal 8.

(1)s Modal porusahaan ber jumlah My, 500.000,~ (lima batus ribu run”ah) jang selwruh~
tordiri dari kekajaan daerah jang dipisahkan.
™2), iodal perusahaan dapat d*tmmoah/ﬁlkurangl apabila dipandang perlu dengan ke-
tembivan IE?aﬁuraP quraﬁ
(3)e Porusahazn mempunjai %jadangan umun jang dibentuk dan dipupuk menurut ketontuan
nasal 24 ajat (1)
(4). Perasahaon tidak mengadakan t jadangan diam atau tjadangan rahasia.
PERUSAFAAN DAN TJARA . MENGURUS.
| Pasal 9.
L1). Ferwsohean dipinpin oleh suatu direksi jang’ terdiri daril seodang Direkitur Utama
dan seorang Wakil Direktur Utama dan dibentu oleh beberapa orang Direktur jang
vervanggung djavad atas bidangnja masing-masinge’
“2)e Direktwr Utama bertanzgung d jawab kepada Kepala lJaerah dan Direktur bertang
fung b lizpada Dirckiwr THama,

~

Pasal 10.

we Dirvekod adalah Warga Negara Indonesia jang diangkat dan diberhentikan

P ozeh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan~pertimbangan D.P.R.Ds

) Pongangietan fermalsud rada ajat (1) dilalukan untuk d jangka walctu selana-lann
nia 4 (empat) tahun, Sstelah djangka waltu itu berachir, anggota bersangkutan

wapat Slangitat kembali. .

Pa E‘.._lﬁ__llo

(1)e Anggota Direlsi berhenti karona meninggal dunia atau diberhentikan oleh Kepala
Dzaveh karena oo )
. Atas permintaan sendiri.
be b

crachirnja masa djabatan sebagai anggota Direksi termaksud pada pasal 10
ajat (2)e : :
oo tindazan jang merugilkan perusahaan.
d~':1hdak1n atau sikap JanU bertentargan dehgan kepentingan daerah atau kepen—
tingan Yegara, 4
©2je Femlochentizn karena alasan terscbut pada ajat (1) huruf ¢ dan d dilakukan,
itlka meruvpaken suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pem--
perhentiae tidak dengan hormat. _ t R
(3)e Bebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ajat (1) huruf ¢ dan.d dilakuleay,
anggota Direksi jang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri,hal mana
harts llaxuunh/d laksanalkan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi ber -
sangkutan diberitahucan tentang niat memberhentikan itu oleh Kepala Daerah ter -
malteud pada ajat (1) :
(4). Selama wc‘so.lha tersebut pada ajat (3) beluw'dlnuuus maka Kepala “acralh tormalksud
pada a;a 1) pasal ini dapat memberhentilkan wtuk aementara waktn anssota Dircksi
bersengkutan, _ S



f;’//’ =" 3= = ’
; Djika dalam wakbtu dna dulan ﬂeuuluﬂ somberhentian sementara wektw- didjatuhkan
' velum ada keputusan mengenail penoerhcntlan anggota Direksi berdasarkan ajat (2),

malka pemberhentian sementara mesjad1-autal dan anggota Direksi bLersangiutan dapat
segera menjalangkan djabatannja lagi; ket juali bilamana untuk keputusan pemberhartl

ntian tersebut diperlukan kepuiisan Haliim/Pengadilan, dan hal itu harus diberie:: i

tahukan kepada jang bersangkutalis- _ )

Pasal .12

wrrm g

(1). Antara anggota Direksi tidak boieh ada hubungan keluarga sampal derad jat ketiga,
baill menurut garis lurus maupatn garis kesamping termasuk menantu dan ipar ket ju-

ali djika untuk kepentingan per uah on di-izinkan oleh Kepala Daerahs:
Djika sesudah pengangkatan mereia masuk per-iparan jang terlarang itu, mika un-

twk dapat melandjutkan cjabwtanﬂiﬂ diporlukan izin dari Kepala Daerah.

(2). Anggota Direksi tidal boleh mew - mjal kepentingan pribadi langsung atau tidalc
langoung pada oerkumpulan/poru;anaan lain ‘jang berusaha dalam lapangan jang -

sedjenisa, ' g

(3). Anggota Direksi tidak boleh merangkap djabatan lain, ket juali dengan seizin
Kepala Dacra :
Pasal.. .13
(1)s Direksi mewakili perusahaan di-dalam dan di-luar hukum.

. Direksi dapat menjerahltan liekuazaan mewakili tersebut pada ajat (1) kepada seorang
anggota Direksi jang chusus'ditundjukc untwe itu atau kepada seorang/beberapa orang
pegawai perusahaan:tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama,ataun kepada orang
badan lain.

Pagal  _J14.
(1)s Direksi menentukan kebid jaksancan dalam leplnan pcru»whaan. a

(2). Direksi mengurus dan mengawasi kaiajasn perusahaan.

-y

(3)e Tata tertib 'dan tjara mendjalankanr peker jaan didalam vegusahban antara para anggota

Direksi diatur dalam suatu percbiran jang ditetapkan oleh Direksi serta di -~
setudjui oleh Kepala Daerah.
) Pasal . 19 ' : ;
‘Direksi. memerlukan persetudjuan otau pemberian kuasa dari Kepala Dacrah untuky
a« liengadoakan perdjandjian2 dengan bank2 dan pemegang kas tentang mengambil. dan me -
masukkan wangs ‘ -
b. - mengeluarkan pindjaman2 obligasi

' c. mendjalankan perkara dalam porsii?<m,/ pengadilan),melepaskan hak atas bandingan

dari suatu “eputusan Hakim dan memberi lkuasa untuk mengadakan arbitrage j
s twramuan? lain jang alnan“aﬁg perlu acanja DG”EG‘uQJLan atau pengesahan dari -
Xepala aerah.

cuan ;:]e‘r*usa_l‘aa d bentuk dan diatur lebih landjut menurut 1':c'b ntuan dalam
Pemerintah tentang pembenidukan Dewan Perusahaan Daerah,
PENGAASAH

_ Pasal __17.
Dircksi berada dibawah pengaiasan Kepala Daerah atau Badan jang akan ditun—
djuk Jae— '
‘TANGGUNG. DJ, m. g DAN_ TUNTUTAN..
GANTI RUGI PEGAWAL. :
”’561 181
(1) Semue pcgawal perusahaan, tormasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku damlklan

Jang tidak dibebani tugas menjim ang wanz, surat2 berharga dan barang2 persedlaan,
Jang karena tindakan2 melawan hukum atau karena Lclalalan....................

(4)s e

[N



| R
n kewadjibar-dar togos jarg dibebankan kopada mercka dehgan langsung

Laliie

i langsung telah menimbulkan kerugian bagl perusahaan, diwadjibkan

(2). Ketembran-ietcatunn tentang turitutan ganti rugl torhadap pegawal hegeri/Daorah
berlan sepenthnja terhadap pegawal perusahaan.
erusalnan jeng Cibebani tugas penimpanan pemba jaran atau penje-

+2 bherbarza milils perusahaan dan barang? persediaan milik

rolan wang Al osura
pervschnan Zung disimpan dalam gudang atau tempat penjimpanan janguohusus.dahi«" F7

gemata~aota Gl [N akan untuk keperluan itu, dlv.-ndglb.kan memberikan pertanggungan—
djaunl tentang pelaksanaan tugusnja kepada Badan jang ditund juk oleh Kepala Dae-
i, . :

(4)e Pegawed %ermelisud pada a t (3) +idak perlu mengirim certarggunga 1—d jawab menge-—
nai 4jara mengurusnja lcenadt. Bodan Gimakdudkan pada ajat (3). Tuntutan terhadap
vogawal dersebut dilalkukan meiwrwy ketentuan jang ditetapkan bagi pegawval ber-—
dars.—.r-:ca:‘ “ang oleh Dadan jang dimakoud ajat (3) dibebasgkan dari kewajiban_ma—-

ipim pertanggung djawab mengenal 1 jara nanerusnaa.

(5)s Sunua svrat bukiti dan surat la*nnga vagaimana pun sifagnja, Jjang masul bilangan
sata bwlen dan administrasi pervsnhaan disimpan ditempat Dcrusahﬂan atau ditem-
vt ladn Jang ditwndjuk oleh Kepala Da erah, kotjuali untuk sementara dipindah—
kan ke~Hadat dimakoud pada ajat \3) dalam }1'1.1 ini dianggap perlu untulk ke-
perbingan suain pemeriksasiie

(6)e Uatuk kupecluan pemeriligasn barinlian dengan penctapan pajalk dan kontrole akun-—

wr

e pada umumnja; gurai~tdctl dan sunat Jalnaa termaksud pada ajat (5) untuk
gamavdara dopat dipindaiiken ko ~ Djawatan Akuntan ‘rfcm'ﬂa
A
: KEZRGALAIAN
=
:..Q‘.._\"'.Ll“ H.J[B

f1). et mpuginn dan oeokongan sexrta penghasilan lain dari Direlctur dan pegawai/
pekar‘a pertvsahaan diatur dengan Pc“hturan daerah jang berlaku setelah menda-
o pensosahan dord Suberra ar-._-r-;.fc"' Sclatan dengan memperh .atai'gm ketentuan2
© pokolt peraturan gaJi daerah jarz berlaku.
(2), Tiveimsi mengangkat dan neaperin "ulkqn oeﬂaua*/nekeraa perusahaan menurut per-—
aturan “c:eaeJc'an perusahaan jang disetujui oleh Kepala Daerah berdasarkan
peraturan nokok kepegawaian reruca haan deorah dimaksudkan pada ajat (10
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dambailaja Yige bulan sebelum tahun buku mulai berlaky, . maka oleh Direksiu; *
inimlezn anggaran perusahaan vatule dimintakan parsetudguan/benucsahan daxi: "

paln Sacral, sotelah mendengar pcrulmbangani « DJKARY AW / Dewan perusahaan

)
—
L
«
o
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(2)s Ketjuali apabila Kepala Dacrah men@cmulczd:an keberatan atau.penolalj progjel jang .
Sinust Yinlken Anesariienorusahaan drlzebelum monginjak 'tahun’buku baru, make:ihs
angearon teraobut 'berlaku sepon. mac s

(3)., tagoaren foanbahan daw pe obahax a'w,,.-r“n janz 'teraad:. dalam tahun buku jang

bersanskutan harvs mendapat perzeiujuan lebih dahulu dari Kepala Da.erah sedee
1ah nendapat pertimbangsn Dewan Peruschaan P.DJKARYA. '

LEPOR» N PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA

DAN KEGIATAN PURUSAHAAN. .
. _ )
- . ‘ Pr‘ Sa ln 223’

Lapocean perhid sungan hasil usaha berkala dan kegiatan nerusa.haan dllcn.rm olch,
Direksi opacn Zepala Dacran menuruvd < jara dan waktu Jjang diténtukan olch Kepa1-1 g
Dazrah.- ; ; ! 1H

iy

| PEREITUNICGAN ﬁ.HIHI;‘;N.
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Daerahe—
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Pasal .23 '
Untuk tiap tanun buku olch Direksi disusun pGrh1f‘“"&h tahunan ja,g :erdlrl dari
rugi tersebut

norat ja dan perhitungan laba - rugle=Ii icratja dan perhitungan laba
dilirimkan kepada Kepala Dacrah dan Badan Pengawas menurut tjara dan wakiu jang

dmtentukan oleh Kepala Daorah.

T jara penllxlan pos dalam Dcrhltunﬂwn $ahunan harus dlseoutkan..

Djika dalam walktu jang ditentukan (du bulad) sesudah menerima porhitungan ta=-
hunan atau oleh Ixcp:__.a Deeral dan Badan Pengawas tidak diajukan keberatan fer-—

tulises maka perhif fungan tahunan itu dianggap telah disahkans. .

Perhitungan tahuna n cl:.sthcan oleh Kepala Daerah dan Badan '*’cnaam.s.
Pengesahan tormalcsnd membori kebebasan kepada Dircksi terhadap segala cesuatu
jang tormuat dalam peshitungan tahunan terscbut. oo '
PENETAPA; A\l DAl _Pi *»’DHGGU"T.P,AH _mBI,.
SERTA ;

— r—

PIMBERIAN DJASA , PROSUKSIs.
Pasgl. . _24a :
Ponggunaan laba versih jang tolah disalfan menurut pasal 23 ajat (1) dan (4),
sotelah terlebih dahulu dikurangdidongan penjus suban, tjadangan tujuan, pengeluaran
zakat dan pengurangan laik - lain jang wajar dalam peru ahaan, utcwp
kan sebagal beriikut 3

a. untuk dana pembangunan daerah scbosar 30 ‘;,

be untuk anzgaran bclanda daerah selcoar 25 %,

o, untuk tjadangan wium sebosar 25 55 A

sampai tjadangan tersebut ment japzi dva lal_ modal perusaheaan, scedangkan sisanja
o

dipisahkan untuk sumbangan dan pensiia dan solonzan pezawai 10 % dan

djasa produksi 10 %

Penggunaan laba untiy: t jadangan unun bilamana telah tertjapail tujuannga, dapat
dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Kepala Dacrah.

Tjara mengurus: dan ponggunao laba unbule penjusutan dan tjadangan tujuan ter-
maksud pada ajat (1) @itentukan oleh Kepala Yaerah, ’

. Dari laba jang disihsihkan wutle dana pembangunan. daeral dapat diseralltan se-—

bahagian kepada dacrah ;.11113. aty bawahan untuc pembangunan.
pasar dan djumlah sorta kepada d deorah-mana acan diserahkan, altetap‘ha oleh
Kepala Daarahs ) '

,.,P_,._ ci't.'_ll 2 q-? . . C

N ey o R . i

Pembubaran perusahaarn dan ponun Julcan 1E kmdauurn a d:.'r,o tapkan dengan peratu—
ran daeraho

Semua kekajaan perusahaan setel ah dio fl-ﬂcan lz.k'.':.aasm menjadi mu.ln_'lc Daerah.
Pertangzgug—d jawab, Lilkwidasi o leh I'lcv,;c‘:;i'b\n‘ di* Jeukan kepada Pemerintah

Daerah jang memberikan pembebasan 1"“'[“-’-‘-8 D jawab uon'bmng pe;coraaan jang tolah
diseleonikan olehnjia.

"

Hal-—-ha." Je.n{; belum diatur dalam nnvamran dasrah ini difetapkan oleh Kepala

. I. o I ¢ e oan g
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Puranaren-deereh inl milai berlaku pada hari di-undangkannja, °

BUPATT KEPAL/. DAERAH PINRAMG,

toteds HADIY ANIT DEWANG

y donpan surate~keputvain
» Laspnla Daerah Sulawos?,

b ._'__-"_"LKI".} .J'; 6 T: [}
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4 nu"f,!. :.?070
Boondanmeen oL Plnrang

noda dangrdd, T Apsdd 1967,

,.::r_mimw‘..g DATRAH,
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i o /\ (AL

Y. TCHSAR SJAMSUDDIN Bohy) .

L

Finreng, 17 HMel 1966.

in, Dewan Perwaldlen Rakjat Daerah
Goteng Rojong Datl II Pinrang,

Pdi KETU A,

T.T.D. RAUSU DG, MASE,




